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ABSTRAK  

Prasetio Rizki Sadhewa. 1506200290. MEKANISME PENINDAKAN CAFE 

YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA (STUDI DI POLSEK AIR BATU 

KISARAN  KABUPTEN ASAHAN SUMUT). Skripsi UMSU. 2022. 

 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana tujuan penelitian ini 

aalah untuk untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap usaha yang tidak 

memiliki izin di Kabupaten Asahan, untuk mengetahui penertiban terhadap usaha 

yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan, untuk mengetahui kendala 

penertiban usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan. Hasil penelitian 

menunjukkan setiap Pengusaha café yang tidak melakukan pendaftaran usaha 

dapat dikenai sanksi teguran tertulis pertama. Apabila dalam jangka waktu 7 

(tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha cafe tidak 

memenuhi teguran pertama maka dikenai sanksi teguran tertulis kedua. Apabila 

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, 

Pengusaha cafe tidak memenuhi teguran kedua maka dapat dikenai sanksi teguran 

tertulis ketiga. Hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Polsek Air batu 

yaitu kurang melakukan pembinaan dan juga controlling terhadap pengusaha cafe. 

Kurangnya pengawasan dan pembinaan ini membuat para pengusaha cafe juga 

enggan untuk melakukan pemberitahuan dan juga pendaftaran akan usaha yang 

dimilikinya. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pemiliki cafe untuk 

melakukan pemberitahuan dan pendaftaran tempat usahanya  Tidak semua 

pengusaha cafe yang ada di Kabupaten Asahan tahu akan pentingnya 

pemberitahuan dan pendaftaran tempat usaha hiburan.  Pengusaha tidak 

mengetahui bagaimana proses yang harus dilakukan dalam mengurus 

pemberitahuan dan pendaftaran cafenya. Hambatan juga dialami oleh Polsek Air 

Batu Kabupaten Asahan yaitu tidak adanya perintah dari Dinas ataupun 

Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban pengusaha cafe yang belum 

mengantongi izin dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sehingga sampai saat ini 

Polsek Air Batu belum dapat melakukan penertiban. Polsek Air Baru dan 

Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan melakukan koordinasi dengan lembaga 

yang terkait lainnya. Yaitu dengan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Asahan 

terkait dengan pemberian izin yang harus dilampirkan dalam pendaftaran dan 

pemberitahuan penyelengaraan cafe, Polsek Air Batu Kabupaten Asahan, terkait 

dengan penegakkan hukum. 

Kata Kunci: Mekanisme Penindakan Cafe Yang Tidak Memiliki Izin Usaha  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu tuntutan yang fundamental yang dihadapi oleh suatu 

masyarakat adalah bertahan hidup (survive) atau mempertahankan 

kelangsungan hidupnya di dalam suatu lingkungan tertentu. Masyarakat harus 

mengorganisasikan dirinya sedemkian rupa sehingga mampu untuk hidup di 

dalam dan dari lingkungan tersebut. Hidup dari lingkungannya berarti mampu 

menyerap dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada lingkungannya 

tersebut untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.
1
 

Kegiatan perekonomian dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk 

menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan 

anggotanya, selain itu berfungsi untuk mendayagunakan lingkungan guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manusia terlahir sebagai makhluk 

sosial, yang mana dalam kehidupannya mereka akan berinteraksi antara satu 

orang dengan orang lain. Salah satu tujuan dari adanya interaksi itu adalah 

untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Sehingga seseorang harus 

berusaha dan berbuat untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pembangunan pada ekonomi merupakan pergerakan utama 

pembangunan, namun pembangunan ekonomi ini harus disertai upaya saling 

memperkuat, terkait, serta terpadu dengan pembangunan bidang lainnya. 
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Pendekatan Lintas Disiplin. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 28. 



Pembangunan perekonomian yang dibina serta dikembangkan tanpa 

memperhatikan keseimbangan serta ketertiban akan menciptakan 

ketidakseimbangan. Oleh karena itu, cukup perlu dibangun serta dibina 

dengan baik sehingga dapat memberikan sumbagan positif bagi kemajuan 

bangsa Indonesia. 

Di Indonesia terdapat beberapa masalah diantaranya pengangguran, 

kondisi ekonomi dan sosial yang kurang. Padatnya penduduk Indonesia 

membuat lapangan pekerjaan semakin sempit, ditambah kemampuan 

penduduk yang kurang memadai. Misalnya saja di bidang kewirausahaan. 

Padahal faktor kewirausaan sangatlah berpotensi meningkatkan perekonomian 

di Indonesia, alasannya karena dapat membuat penduduk lebih produktif, 

kreatif, menambah lapangan pekerjaan. Kegiatan usaha yang dapat dijalankan 

sangatlah bermacam-macam, misalnya kegiatan usaha cafe. Kegiatan usaha 

cafe adalah suatu kegiatan usaha di bidang makanan yang menjual berbagai 

jenis makanan siap saji untuk mendapatkan keuntungan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha cafe, perlu aturan untuk menjaga 

ketertiban umum. Cafe yang berdiri di dalam kawasan perumahan maupun 

diluar kawasan perumahan haruslah memperhatihan suatu aturan yang berlaku 

di daerah tersebut, agar tidak mengganggu ketertiban umum. Suatu usaha juga 

haruslah mempunya SIUP ( Surat Ijin Usaha Perdagangan). SIUP ini berguna 

agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Selama menjalankan kegiatan 

usaha, SIUP ini patut ada dan berlaku efektif. Keberadaan SIUP ini termasuk 

dalam klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sebagaimana 



Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2
 

SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha 

perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan 

perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib 

memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan 

berlaku di seluruh republik Indonesia. Seperti halnya di Kabupaten Kuningan 

Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Asahan mengeluarkan 

peraturan mengenai kegiatan usaha, Pasal 17 ayat 1 poin a, dan poin b 

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018.3 Pasal 17 ayat 1 

poin a dan poin b : 

(1) Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap 

orang, badan hukum, dan /atau perkumpulan dilarang :  

a. Mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan 

peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian.  

b. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal/membuat sesuatu yang dapat 

mengganggu ketentraman orang lain. 

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan 

kepastian hukum tentang masalah kegiatan usaha, agar kegiatan usaha di 

Asahan Sumatera Utara sesuai, berjalan dengan baik tanpa mengganggu 

lingkungan dan ketertiban umum. Kegiatan usaha yang didirikan oleh 
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perorangan atau suatu badan tidak boleh mengganggu penduduk dan 

lingkungan sekitar. Baik dalam hal limbah, bau, maupun suara yang 

dikeluarkan dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Kegiatan usaha yang 

akan dijalankan juga tidak boleh berdekatan dengan tempat-tempat umum, 

misalnya tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat umum lainnya, yang 

bisa mengganggu kegiatan masyarakat sekitar. 

Dalam hal ini gangguan dari kegiatan usaha sangatlah beragam. Mulai 

dari pencemaran limbah, bau yang dikeluarkan dan dihasilkan dari kegiatan 

usaha, dan juga suara yang dihasilkan oleh kegiatan usaha sangatlah 

mengganggu lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya masih memberikan 

toleransi kepada kegiatan usaha yang mengganggu lingkungan dengan 

keramaian usaha tersebut. Tetapi berbeda dengan kegiatan usaha yang 

menghasilkan suara bising, sehingga masyarakat sekitar terganggu dan 

merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupannya. Ditambah apabila kegiatan 

usaha yang bersebelahan dengan tempat- tempat umum lainnya misalkan 

bersebelahan dengan tempat pendidikan, tempat ibadah dan tempat umum 

lainnya. Kegiatan usaha seperti cafe boleh saja berada dalam kawasan 

pemukiman masyarakat, tetapi tidak mengganggu ketentraman, kenyamanan 

dan ketertiban umum. 

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Asahan, adanya suatu cafe 

yang sangat ditentang keberadaanya oleh masyarakat sekitar karena cafe 

tersebut bersebelahan dengan tempat umum yaitu Masjid. Masyarakat di 



perumahan tersebut sangatlah menentang adanya cafe tersebut, dikarenakan 

menganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekitar Masjid Darul Rahmah. 

Masyarakat setempat sangat keberatan dan terganggu atas 

beroperasinya Cafe Absolut karena mengganggu pelaksaan kegiatan 

keagamaan di sekitar Masjid Darul Rahmah, misalnya saja saat masyarakat 

ibadah di Masjid, terdengar suara bising kenalpot motor yang berkunjung dan 

juga suara musik yang bersumber dari cafe mengganggu kekhusuan ibadah 

masyarakat. Bukan hanya itu tetapi masyarakat juga berfikir bahwa dengan 

adanya cafe tersebut maka dapat merusak terhadap tatanan kehidupan generasi 

muda, karena yang dijual di cafe tersebut bukan hanya makanan dan minuman 

biasa saja tetapi minuman keraspun dijual di cafe tersebut, lalu hal tersebut 

menimbulkan gejolak keresahan di lingkungan dan mencemari nama baik 

lingkungan. 

Dalam hal kejadian permasalahan pelaporam pemilik café yang 

dilaporkan masyarakat menyatakan kepada  pihak kepolisian, bahwa pemilik 

café mangalami kesulitan dalam mempertahankan kehidupannya yang 

bersangkutan dengan ekonomi membuatnya melakukan tindakan tidak 

berdasarkan aturan hukum yang berlaku seperti aturan dalam pekerjaannya. 

Salah satunya adalah penjual minuman keras yang awalnya ingin 

mempertahankan hidup dengan menjual minuman keras tetapi harus 

berhadapan dengan aturan yang mengharuskan mereka memiliki izin untuk 

menjual minuman keras yang diperoleh tidak mudah, disamping itu suara 

music dari café yang didirikannya dianggap menggangu masyarakat sekitar. 



Sulitnya memperoleh izin tersebutlah yang membuat penjual minuman 

keras tidak mencari izin. Pemberian pelayanan kepada masyarakat berkaitan 

dengan perizinan usaha yang nantinya harus dipenuhi oleh masyarakat agar 

izin dikeluarkan dalam hal ini adalah penjual minuman keras yang harus 

memenuhi aturan dari Pemerintah Kabupaten Asahan. Pemberian Pelayanan 

kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi Pemerintah, Pemerintah 

bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apayang 

seharusnya. Katalisator akan menjadi tumpuan Organisasi Pemerintah dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
3
 

Dengan adanya katalisator tersebut seharusnya masyarakat dimudahkan 

dalam mendapatkan izin usaha untuk menjual minuman keras, sehingga 

usahanya tidak menjadi illegal atau dilarang. Banyaknya penjual minuman 

keras di Kabupaten Asahan yang tidak memiliki izin tentu membuat prihatin 

banyak pihak, tidak hanya Pemerintah tetapi juga konsumen yang membeli 

minuman keras. Konsumen yang membeli minuman keras dapat saja dicurangi 

oleh penjual minuman keras yang nakal menjual minuman keras tidak sesuai 

aturan yang ditentukan seperti kadar alkohol pada minuman keras tersebut. 

Pada kenyataannya permasalahan tersebut tentu sangat memprihatinkan 

dan harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Asahan. Tindakan menjual minuman keras tanpa izin ini merupakan suatu 

perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana apabila sudah 

dinyatakan salah. Salah adalah suatu pengertian psychologisch yang berarti 
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adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan 

yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan alpa.3Hukum pidana sendiri 

mempunyai fungsi yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan 

tata dalam masyarakat.Hukum pula menilai suatu perbuatan yang dinyatakan 

secara sah bersalah atau tidak. Suatu perbuatan dinyatakan tidak salah maka 

tidak dapat dikenakan sanksi, mengingat asas legalitas yang diatur dalam 

Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu suatu perbuatan tidak dapat dikenakan pidana 

apabila belum diatur suatu perundang-undangan.4 Suatu perbuatan yang 

dinyatakan salah juga dilarang dan diancam dengan pidana sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan, karenanya perbuatan itu menjadi melawan 

hukum. Dinyatakan melawan hukum apabila terdapat persesuaian atau 

mencocoki dengan delik.
4
 Penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin 

lebih banyak ditemukan pada penjualan minuman keras di warung-warung 

kecil yang pada umumnya tertutup dari keramaian karena penjualannya tidak 

semudah dengan tempat yang memiliki izin menjual (bar,cafe,hotel). 

Mereka para penjual minuman keras hanya menjual minuman keras 

pada orang-orang tertentu yang sudah dikenalinya, Berbeda dengan penjualan 

minuman keras yang mendapat izin seperti diskotik atau bar, café serta hotel 

yang menjual minuman keras tidak memandang orang.Setiap orang dapat 

membeli minuman keras tanpa harus mengenal penjualnya terlebih 

dahulu.Aktivitas penjualan minuman keras yang dilakukan secara tertutup 

tidak sembarang orang dilayani karena tidak memiliki Surat Izin Usaha 
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Perdagangan Minuman Beralkohol sehingga tidak dapat secara bebas menjual 

minuman keras. Orang yang datang hanya sekedar membeli minuman keras 

tidak diminum di tempat tersebut konsumen kemudian membawanya pergi ke 

tempat lain. 

Di satu sisi perbuatan menjual minuman keras telah diatur dalam Pasal 

19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2007 tentang 

Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol 

yang menegaskan “setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan 

usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib 

memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan”. Adanya pasal tersebut sudah jelas 

bahwa kegiatan penjualan minuman keras harus disertai dengan izin yakni 

Surat Izin Usaha Perdagangan.Tanpa memiliki izin menjual dari lembaga yang 

terkait atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman itu termasuk dalam 

penjualan yang illegal dan perbuatan melawan hukum, karenanya dapat 

dipidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang terkait. 

Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul: 

“Mekanisme Penindakan Cafe Yang Tidak Memiliki Izin Usaha (Studi Di 

Polsek Air Batu Kisaran Kabupten Asahan SUMUT) 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Bagaimana mekanisme pengaturan hukum terhadap usaha yang tidak 

memiliki izin di Kabupaten Asahan? 



b. Bagaimana kendala penertiban usaha yang tidak memiliki izin di 

Kabupaten Asahan? 

c. Bagaimana mengatasi hambatan penertiban usaha yang tidak memiliki 

izin di Kabupaten Asahan? 

 

2. Faedah Penelitian 

Faedah penelitian di dalam pembahasan penulisan skripsi ini yang bisa 

diambil manfaatnya antara lain: 

a. Secara Teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan 

mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya bagi 

jurusan hukum dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri 

untuk dapat mengetahui bagaimana penertiban usaha yang tidak 

memiliki izin di Kabupaten Asahan. 

b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, 

Bangsa, dan Pembangunan, memberikan manfaat kepada masyarakat 

umum agar mendapatkan pemahaman tentang penertiban usaha yang 

tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap usaha yang tidak memiliki 

izin di Kabupaten Asahan 



2. Untuk mengetahui penertiban terhadap usaha yang tidak memiliki izin di 

Kabupaten Asahan. 

3. Untuk mengetahui kendala penertiban usaha yang tidak memiliki izin di 

Kabupaten Asahan. 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus 

yang akan diteliti.
5
 Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu 

“Mekanisme Penindakan Cafe Yang Tidak Memiliki Izin Usaha (Studi Di 

Polsek Air Batu Kisaran Kabupten Asahan SUMUT) maka dapat diterangkan 

definisi operasional penelitian, yaitu: 

1. Penindakan adalah salah satu kegiatan pengawasan. Kegiatan ini sangat 

berisiko, didalamnya tidak jarang terjadi kontak fisik, kejar-kejaran 

kendaraan antara petugas dengan terduga, dan kejadian lain-lain.
6
 

2. Izin Lokasi adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-

undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-

undangan. 

 

D. Keaslian Penelitian 
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Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu 

yang mempunyai karekteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun 

berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau 

metode analisis yang digunakan. Penenlitian yang akan dilakukan mengenai 

mekanisme pendindakan café yang tidak memiliki izin usaha (studi Polsek Air 

Batu Kisaran Kabupaten Asahan Sumut”. 

Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Cafe Di Air Batu Kisaran  

dengan tujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum peraturan perizinan 

usaha café di Air Batu oleh Pemerintah Kota Kisaran serta untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan usaha cafe di Air 

Batu. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

dalam penelitian sebelum dilakukan di Kabupaten Bantul dan bertujuan untuk 

mengetahui upaya pemerintah dalam penegakan hukum peraturan perizinan usaha 

karaoke di Kabupaten Bantul dan Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penegakan hukum 

peraturan perizinan usaha karaoke di Kabupaten Bantul dan keseuaian penegakan 

hukum perizinan dengan norma hukum di Kabupaten Bantul. 

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Hal ini terlihat dari prosedur yang ditetapkanyaitu prosedur 



penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku 

yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.
7
 

Bob dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
8
 

Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang 

memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang 

bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di 

lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama 

data kualitatif
9
. 

Sugiyono mengemukakan beberapa karakteristik penelitian kualitatif 

sebagai berikut: 

1. Dilakukan pada kondisi alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), 

langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci. 

2. Penelitian kualitatif bersikap deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 

3. Penelitian kualitatif menekankan pada proses daripada produk atau 

outcome. 

4. Penelitian kualitatif merupakan analisis data secara induktif 
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5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang 

teramati).
10

 

Sedangkan menurut Mantja sebagaimana dikutip oleh Moleong, 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki 8 ciri, yaitu sebagai berikut: 

1. Merupakan tradisi jerman yang berlandaskan idealism, humanism, dan 

kulturalisme;  

2. Penelitian ini dapat menghasilkan teori, mengembangkan pemahaman, 

dan menjelaskan realita yang kompleks;  

3. Pendekatan bersifat induktif-deskriptif; 

4. Memerlukan waktu yang panjang;  

5. Datanya berupa deskripsi, dokumen, catatan lapangan, foto, dan 

gambar;  

6. Informannya “Maximum Variety”;  

7. Berorientasi pada proses;  

8. Penelitiannya berkonteks pada mikro.
11

 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian dengan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif maka hasil data akan difokuskan berupa pertanyaan secara 

deskriptif dan tidak mengkaji suatu hipotesa serta tidak mengkorelasi variabel. 

Penerapan pendekatan penelitian kualitatif dengan pertimbangan 

kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta 
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yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan 

lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama 

dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, 

peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat 

berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.
12

 

Begitupun Nasution mempertegas bahwa peneliti merupakan peneliti 

utama. Oleh karena itudalam penelitian kualitatif ini, kehadiran peneliti begitu 

penting di lokasi penelitian, peneliti terjun sendiri secara langsung untuk 

mengadakan pengamatan atau wawancara terhadap obyek atau subyek penelitian. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum 

terhadap usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan. Untuk 

mengetahui penertiban terhadap usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten 

Asahan. Untuk mengetahui kendala penertiban usaha yang tidak memiliki izin 

di Kabupaten Asahan 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang 

menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yang 

dilakukan dengan cara terutama meneliti data primer yang diperoleh dari 

lapangan selain juga meneliti sekunder dari kepustakaan. Dalam penelitian 

deskriptif bertujuan untuk memberikan makna secara jelas tentang penertiban 

café  yang tidak memiliki dispensasi izin lokasi di Air Batu Kisaran. 

3. Sumber Data 
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Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas: 

a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang 

merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak 

kepolisian Polsek Air Batu Kisaran Kabupten Asahan Sumut 

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan 

pustaka. Data primer yang dalam penelitian melakukan bedah buku, 

data sekunder dalam penelitian bersumber pada: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:    

a) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018.3 

Pasal 17 ayat 1 poin a dan poin b 

b) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2007 

tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan 

Minuman Beralkohol 

c) Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor 29 Tahun 2018 

Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan 

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku 

dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan 

yang sesuai dengan judul proposal. 



3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yangmemberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadapbahan hukum primer dan sekunder berupa 

kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya. 

4.  Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan 

yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi 

dokumentasi berupa hasil wawancara yang berkaitan dengan pihak Polsek Air 

Batu Kisaran Kabupten Asahan Sumut) 

5. Analisis Data 

Pengolahan data yang didapatkan berdasarkan penelusuran 

kepustakaan dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa 

pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi 

dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk 

menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penindakan 

Penindakan adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar 

pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat 

dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. 

Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang 

diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi 

disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau 

membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.
13

 

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban 

antara lain:  

a. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang 

berakibat pada terhambatnya palaksanaan program pemanfaatan 

ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan 

hak.  

b. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang 

berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau 

badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pemngenaan denda atau 

ganti rugi  
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c. Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang 

berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa 

tindakan penahan dan kurungan.  

B. Perizinan  

1. Pengertian Perizinan  

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa 

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu 

yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-

undangan.  

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 

usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar 

usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam 

hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.4 Selain 

itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau 

pembebasan dari suatu larangan.  

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :  

a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang 

lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk 

melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut 

kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 

undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu 

yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari 

larangan.  



b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali 

diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang 

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-

batas tertentu bagi tiap kasus. 

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan 

sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang 

atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada 

umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya 

tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.
14

 

Menurut Sjahran Basah, izin adalah suatu perbuatan hukum 

administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal 

konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal 

yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.  

Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap 

kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang 

untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. 

Dalam kepentingan umum mengahruskan adanya pengawasan terhadap 

tindakan yang dilakukan. Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar 

pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-

undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat 

dilakukan pengawasan. 
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Pada umumnya sistem izin terdiri dari :  

1) Larangan.  

2) Kewajiban. 

3) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).  

4) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. 

 Beberapa pengertian izin selain pengertian yang telah dijelaskan 

pada pembahasan sebelumnya, menurut para ahli : Marbun dan Mahfud 

mendifinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak 

melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang 

memperkenaankan perbuatan tersebut bersifat izin.
15

 

 Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah suatu 

persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan 

pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 

ketentuanketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan 

sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.
16

 

 Izin sesuai yang dipaparkan oleh Prins pengertian izin adalah 

biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada 

umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya terus 

dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut 
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dapat dilakukan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan 

Administrasi Negara.  

Vander Pot mengemukakan bahwa izin adalah tindakan perbuatan 

peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi 

memperkanankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah 

ditentukan untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian sederhana, 

proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang 

didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara 

substantive sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan 

atas obyek tersebut.
17

 

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan 

Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini 

pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang 

dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai suatu 

alat, izin berfungsi sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan 

atau perbuatan, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, 

selain itu izin dapat dijadikan sebagai fungsi menertibkan masyarakat. 

Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap 

pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah : 

a. Adanya suatu kepastian hukum.  

b. Perlindungan kepentingan umum.  

c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan. 
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d. Pemerataan distribusi barang tertentu.  

e. Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu.  

f. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu. 

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah harus sesuai rencana tata 

ruang, pendapat masyarakat serta pertimbangan dan rekomendasi pejabat 

yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut, 

kewenangan yang dikeluarkan bisa berbentuk atribusi, delegasi, mandat. 

Perizinan secara umum memiliki tujuan untuk pengendalian setiap 

aktivitas pemerintah di berbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya 

berupa pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh 

pejabat yang berwenang ataupun orang yang berkepentingan. Tujuan 

perizinan juga dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu : 

a. Sisi Masyarakat 

Dari sisi masyarakat tujuan pemeberian izin itu disamping untuk 

timbulnya kepastian hukum dan hak, juga untuk memudahkan 

mendapatkan fasilitas terkait pelayanan perizinan yang telah 

diselanggarakan oleh pemerintah.  

b. Sisi Pemerintah  

Tujuan dari pemerintah dalam pemberian izin adalah untuk 

melaksanakan peraturan beserta ketentuan-ketentuan yang termuat dalam 

peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan atau prakteknya atau 

tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaannya. 

Disamping itu perizinan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, 



dengan adanya permintaan permohonan perizinan, maka secara langsung 

pendapatan pemerintah akan bertambah yang dikarenakan pemohon harus 

membayar retribusi atas setiap izin yang akan dimiliki. Dalam tujuan ini 

dapat menopang beberapa pendapatan di bidang retribusi sehingga dapat 

memenuhi dan meningkatkan pembiayaan terhadap pembangunan. 

Izin merupakan alat pemerintah yang biasa digunakan sebagai cara 

untuk interaksi kepada masyarakat berupa instrument-instrumen Negara, 

sehingga ada timbal balik antara masyarakat dan pemerintah yang 

kemudian dapat menimbulkan rasa patuh dan mengikuti setiap yang 

dianjurkan untuk mencapai tujuan yang konkrit. Pemerintah dalam 

menggunakan instrument-instrumen tersebut sesuai dengan berbagai 

kebijakan yang dikeluarkan. Ruang lingkup instrument-instrumen itu 

sendiri memuat berbagai aspek hukum, speperti hukum administrasi social, 

hukum ekonomi, hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum tata ruang 

dan berbagai aspek hukum lainnya. 

3. Aspek Yuridis dan Unsur-unsur Perizinan 

Perizinan berdasarkan pemaparan menurut para ahli melalui 

beberapa hal yang dikemukakan, maka dapat disebutkan bahwa izin adalah 

suatu perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan 

perundangundangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut 

prosedurprosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada 

beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya : 



a. Instrumen yuridis, yang merupakan suatu dalam hal yang dimaksudkan 

itu adalah dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah 

tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga 

mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan 

pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas 

yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dalam rangka 

melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam 

bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen 

yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam 

bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, 

ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam 

rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut 

adalah izin. 

Jenis-jenis ketetapan yang bersifat konstitutif yaitu ketetapan yang 

menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang 

yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut, atau ketetapan yang 

memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan.Pada 

umumnya sistem perizinan terdiri atas suatu larangan, persetujuan yang 

merupakan dasar perkecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan 

dengan izin. Dibawah ini adalah bagian pokok dari system izin: 

1) Larangan.  

2) Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian.  



3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.  

b. Peraturan perundang-undangan, salah satu prinsip dalam negara hukum 

adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan baik 

dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus 

didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan 

perundangundangan yang berlaku.  

c. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum 

pemerintahan sebagai suatu tindakan hukum, maka haruslah ada 

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa 

adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah. 

Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin harus 

didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang maka 

ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.  

Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin 

itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar perizinan tersebut. Tetapi dalam penerapannya, menurut 

Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat 

diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepala 

pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar 

inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, contohnya tentang 



kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada 

pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut. 

d. Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan 

pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. 

Banyaknya organ pemerintah yang berwenang memberikan izin dapat 

menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu 

menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak di 

capai. Hal tersebut berarti campur tangan pemerintah dalam bentuk 

regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan 

yang membutuhkan izin. Keputusan-keputusan pejabat sering 

membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin membutuhkan 

waktu berminggu-minggu, sementara dunia usaha perlu berjalan 

dengan cepat. Biasanya dalam sistem perizinan dilakukan deregulasi, 

yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-

undangan yang di pandang berlebihan, karena peraturan perundang-

undangan yang berlebihan tersebut pada umumnya berkenaan dengan 

campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi tersebut pada 

dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau 

Negara dalam hal kemasyarakatan tertentu.  

e. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, 

orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena 

peristiwa konkret ini beragam sejalan dengan keragaman 

perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai 



keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan 

prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.  

f. Prosedur dan persyaratan, Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-

beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin menurut Soehino, 

syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat 

konstitutif yaitu dalam hal izin itu di tentukan suatu perbuatan konkret, 

dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Sedangkan sifat 

kondisional yaitu penilaian tersebut baru dpat dilihat dan dinilai setelah 

perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi.Penentuan 

prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh 

pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh menentukan 

prosedur dan persyaratan tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi 

harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi 

syarat perizinan tersebut.  

4. Bentuk Perizinan  

Bentuk perizinan akan tertulis yang berupa surat keputusan 

perizinan. Dalam surat keputusan perizinan akan berisi hal-hal sebagai 

berikut :  

1) Organ pemerintah yang memberi izin  

2) Siapa yang memperoleh izin  

3) Untuk apa izin diberikan  

4) Alasan-alasan yang mendasari pemberiannya  

5) Ketentuan, pembatasan dan syarat  



6) Pemberitahuan tambahan.  

Bentuk-bentuk izin yaitu bentuk-bentuk izin yang umumnya ada 

dikalangan masyarakat ada 4 yang terdiri dari :  

1) Izin (vergunning) merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada 

suatu peraturan izin yang pasa dasarnya didasarkan pada keinginan 

pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau 

menghilangkan keadaan yang buruk.  

2) Dispensasi yaitu pengecualian atau larangan sebagai aturan umum 

karena keadaan khusus pada peristiwa tertentu.  

3) Lisensi yaitu izin untuk perorangan atau perusahaan yang berpindah 

adalah hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan.  

4) Konsensi yaitu izin khusus yang di berikan kepada suatu bentuk 

perusahaan yang berpindah adalah hak biasa.  

Izin itu sendiri tentu ada pula bentuk perizinan dalam ruang 

lingkup penyelenggaraan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Asahan meliputi :
18

 

1) Jenis Perizinan;  

2) Penyelenggaraan Perizinan;  

3) Prosedur Penyelenggaraan Perizinan;  

4) Persyaratan Perizinan;  

5) Penerbitan Dan Penolakan;  

6) Jangka Waktu Proses Perizinan;  
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7) Pembatalan Dan Pencabutan;  

8) Duplikat Dan Legalisasi;  

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor 29 

Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, maka 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai 

kewenangan yaitu meliputi : 

1) Pemberian Izin dan Non Izin  

2) Penolakan Permohonan Izin dan Non Izin  

3) Pembatalan Izin dan Non Izin  

4) Pencabutan Izin dan Non Izin  

5) Legalisasi dan Duplikat Izin dan Non Izin  

6) Pengawasan Izin dan Non Izin.  

5. Jenis perizinan  

Ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah 

terdapat beraneka ragam administrasi negara yang melakukan tugasnya guna 

pemberian izin yang berdasar jabatan yang didudukinya, baik yang ditingkat 

pusat maupun tingkat daerah. Hal ini kita ketahui bahwasanya lembaga yang 

berwenang dalam pemberian izin dari tingkat administrasi tertinggi sampai 

yang terendah. Pemberian izin ini berdampak banyaknya lembaga yang 

berwenang dalam pemberian izin baik secara horizontal maupun secara 

vertikal, maka dalam pengaplikasiannya terdapat banyak sekali instrument 

hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.  



Penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada Dinas 

Perizinan, terdiri dari :
19

  

1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang bukan merupakan 

kewenangan kecamatan;  

2) Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;  

3) Izin Penyambungan Saluran Air Hujan;  

4) Izin Gangguan untuk kegiatan usaha yang bukan merupakan kewenangan 

kecamatan;  

5) Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);  

6)  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);  

7) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB);  

8) Izin Usaha Angkutan;  

9) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);  

10) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);  

11) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);  

12) Izin Usaha Toko Modern (IUTM);  

13) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP):  

14) Izin Pemakaman:  

15) Izin Salon Kecantikan;  

16) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal;  

17) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;  

18) Izin Penjual Daging;  
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19) Izin Penelitian;  

20) Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL);  

21) Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);  

22) Tanda Daftar Gudang (TDG);  

23) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);  

6. Proses dan Prosedur Perizinan  

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan 

perizinan,  proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal 

yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus 

menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi 

izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang 

ditentukan secara sefihak.  

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis 

izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah 

daerah atau pusat. Selanjutnya beberapa hal yang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan perizinan, lack of competencies akan dijelaskan sebagai berikut :  

a. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas 

aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk 

memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak 

yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.  



b. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya 

dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang 

sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.  

c. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan 

pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang 

menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh 

kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan 

dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan 

situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya good 

governance.  

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk 

meperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut beupa 

dokumen atau surat-surat kelengkapan. Dalam regulasi dan deregulasi, 

persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:  

a. Tertulis dengan jelas. Regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa 

tertulis dengan jelas.  

b. Memungkinkan untuk dipenuhi. Karena itulah maka perizinan harus 

berorientasi pada pada azas kemudahan untuk dilaksanakan oleh pihak 

pemohon izin.  

c. Berlaku universal. Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek 

diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal.  

d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.  



Pengawasan penyelenggaraan izin meliputi kegiatan untuk mencermati 

kondisi saat ini, bahwa kinerja pelayanan perizinan ternyata masih perlu 

ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Itu artinya bahwa pelayanan perizinan 

pemerintah masih buruk. Buruknya pelayanan perizinan ini disebabkan oleh 

beberapa hal, antara lain :  

a. Tidak ada system insentif untuk malakukan perbaikan;  

b. Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang 

ditandai dengan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan 

formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan.  

c. Budaya aparatur yang masih kurang disaiplin dan sering melanggar aturan;  

d. Budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan 

sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.  

7. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perizinan  

Faktor-faktor yang mempengaruhi terkait peningkatan pelaksanaan 

prosedur penerbitan, penulis akan berangkat dari konsep penegakan hukum 

dalam pelaksanaannya. Berbicara penegakan hukum, maka dapat dijadikan 

acuan dari konsep Lawrence M. Friedman tentang tiga unsur sistem hukum, 

yaitu :
20

 

1) Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian hukum.  

2) Subtansi hukum, yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang 

nyata dalam sistem hukum.  
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3) Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, 

yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.  

Selanjutnya menurut Soerjono Soekamto, penegakan hukum 

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. 

Faktor itu mempunyai arti netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya 

terletak pada subtansi atau isi faktor tersebut. Adapun faktor yang 

dimaksudkan adalah : 

1) Faktor hukum;  

2) Faktor penegak hukum;  

3) Faktor sarana;  

4) Faktor kebudayaan;  

5) Faktor masyarakat.  

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, oleh 

karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga 

merupakan tolak ukur dan efektivitas penegakan hukum.
21

 

Pengakan hukum itu sendiri yang nantinya akan mempengaruhi 

seberapa besar peranan masyarakat terhadap lingkungan yang ada 

disekitarnya. Apabila keperdulian masyarakat terhadap lingkungannya 

meningkat, maka peran serta dari berbagai pihak akan menunjang secara 

runtut tentang pelaksanaan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. 

Pengaturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi 

tanggungjawab bagi pelaku usaha industri agar dilaksanakan sebagaimana 
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mestinya. Hal ini sangat diperlukan agar pada semua lapisan masyarakat 

mempunyai peran demi terwujudnya kelestarian lingkungan hidup. 

 

C. Perizinan Usaha Kafe  

1. Pengertian Perizinan  

Definisi tentang izin sangat sukar kita temukan dalam literaturliteratur 

hukum perizinan, hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat 

persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap 

objek yang didefinisikannya.
22

 

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai izin. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa izin secara umum adalah perbuatan yang pada mulanya 

dilarang tetapi setelah dipenuhi syarat yang diatur menurut peraturan 

perundang-undangan maka peraturan yang dilarang itu diperbolehkan. Hukum 

Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara 

dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Perizinan adalah suatu 

bentuk pelaksaanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang 

dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat. 

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 

usaha, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu 

instrumen yang banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk 

mengemudikan tingkah laku para warga.  Selain itu izin juga dapat diartikan 
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sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan 

terdapat juga pengertian izin dalam arti luas maupun sempit:
23

 

a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang 

lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk 

melakukan sesuatu yang mesti dilarang.  

b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali 

diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang 

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-

batas tertentu bagi tiap kasus. 

2. Tujuan Perizinan  

Tujuan perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu: 
24

  

a. Dari sisi pemerintah, melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin 

adalah :  

1) Untuk melakukan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang 

termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam 

praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. 

2) Sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan 

permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah 

akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus 

membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pendapatan di bidang 

retribusi tujuan akhirnya untuk membiayai pembangunan. 

b. Dari sisi masyarakat  
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Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah :  

1) Untuk adanya kepastian hukum.  

2) Untuk adanya kepastian hak.  

3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan 

mempunyai izin. 

3. Fungsi Izin 

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk 

pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana 

ketentuanya berisi pedomanpedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yaang 

berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang. Sebagai suatu instrumen 

yuridis dan pemerintah, izin dianggap ujung tombak instrumen hukum 

berfungsi:
25

 

- Pengarah  

- Perekayasa  

- Perancang Masyarakat Adil dan Makmur  

- Pengendali 

- Penertib Masyarakat (jika berkaitan dengan fungsi hukum modern) 

4. Pengertian Usaha  

Usaha adalah suatu bidang yang dilakukan oleh seorang pengusaha 

untuk mendapatkan laba.  Sedangkan perizinan usaha adalah suatu bentuk 

persetujuan atau pemberian izin yang diberikan dari pihak yang berwenang 
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atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu 

perusahaan. 

 

5. Pengertian Kafe  

Kafe dari bahasa Perancis café. Secara harfiah kafe berarti (minuman) 

kopi, tetapi kemudian menjadi tenpat untuk minum-minum yang bukan hanya 

kopi, tetapi juga minuman lainnya dan juga makanan ringan.
26

 Kafe adalah 

penyedia makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan 

dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau 

penyajiannya di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. 

Kafe berbeda dengan restoran karena kafe lebih fokus untuk 

menyediakan tempat nongkrong dan ngobrol. Jadi pelanggan kafe biasanya 

akan betah berlama-lama duduk di kafe. Selain itu menu yang ditawarkan di 

kafe selalu sama tiap harinya dan jarang sekali mengalami perubahan. Kafe 

menampilkan suasana yang bervariasi tergantung dari konsep dan tema yang 

dipilih oleh pemiliknya. 

 

6. Pengertian Legalitas Usaha  

Izin juga bisa didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian 

izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh 

seseorang penngusaha atau suatu perusahaan.bagi pemerintah pengertian 

usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, 
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mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan 

usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin 

usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.
27

 

 

7. Jenis-jenis legalitas Usaha  

a. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). SIUP adalah surat izin yang 

diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada penguaha 

untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagngangan dan jasa.  

b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Surat Ijin Tempat Usaha adalah surat 

untuk memperoleh ijin sebuah usahadi sebuah lokasi usaha dengan 

maksud agar tidak menimbulkan gangguan ataukerugian kepada pihak-

pihak tertentu.
28
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Kepolisian Polsek Air Batu Kisaran  

a. Sejarah Singkat Polsek Air Batu Kisaran 

Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi 

Polri disusun berjenjang dari tingkat pusat hingga ke kewilayahan. 

Organisasi pada tingkat pusat Polri disebut Markas Besar Kepolisian 

Republik Indonesia (Mabes Polri), organisasi tingkat provinsi disebut 

Polda, tingkat kabupaten atau kota disebut Polres, dan tingkat kecamatan 

disebut Polsek. Dalam hal ini Posek Air Batu Kisaran merupakan 

Lembaga kepolisian di tingkat kota dibawah Polres Kisaran. Polsek Air 

Batu beralamat di Jl. Lintas Sumatera Air Batu, Asahan,  

b. Visi dan Misi 

Visi  

Mewujudkan Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom, dan 

pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan 

masyarakat serta sebagai penegak hukum yang professional yang 

selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat guna terwujudnya 



pelayanan yang optimal sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat, 

serta mewujudkan keamanan di wilayah Polsek Air Batu yang 

kondusif. 

Misi  

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

masyarakat.  

2. Memberikan bimbingan masyarakat melalui upaya preventif dan 

represif.  

3. Menegakkan hukum yang professional dan proporsional untuk 

menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan.  

4. Memelihara kamtibmas dengan tetap mempertahankan tata nilai 

dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.  

5. Mengembangkan SDM Polisi sesuai dengan tuntutan dan 

paradigma sekarang ini.  

c. Struktur Organisasi Polsek Air Batu 

Untuk menjalankan sistem yang sudah diatur dalam Kepolisian 

Republik Indonesia (POLRI), Kepolisian Air Batu juga memiliki 

struktur organisasi yang kurang lebih sama dengan setiap Polsekdi 

setiap kota di Indonesia. Dalam Struktur keorganisasian Kepolisian 

Sektor Air Batu terdapat beberapa divisi yang bertugas mewujudkan 

visi dan misi serta menjalankan program kerja dari Polsek Air Batu. 

Divisi-divisi tersebut diantaranya: 

1) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan: 



a) Bagian Operasional (Bag Ops)  

Bagops bertugas merencanakan & mengendalikan administrasi 

operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat & atau 

instansi pemerintah, menyajikan informasi & dokumentasi 

kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas..  

b) Bagian Sumber Daya (Bag Sumda)  

Bag Sumda, bertugas memberikan bimbingan teknis atas 

pelaksanaan fungsi perencanaan dan anggaran, personil, 

logistik dan latihan serta menyelenggarakan dan melaksanakan 

fungsi tersebut di lingkungan dan yang dipusatkan pada tingkat 

Polsek Air Batu.  

c) Bagian Perencana (Bag Ren)  

Tugas Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), 

mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan 

mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan 

pengembangan satuan kewilayahan.  

d) Seksi Umum (Sium)  

Sium bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan 

administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang 

mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan amdiministrasi 

umum lainnya serta pelayanan markas dilingkungan Polsek. 

Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam)  



Tugas Siropam secara umum adalah membina dan 

menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan 

pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan 

ketertiban di lingkungan Polsek Air Batu dan pelayanan 

pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan 

anggota/ PNS POLRI. 

e) Seksi Pengawasan (Siwas)  

Siwas bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan 

umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap 

pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja 

khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pencapaian rencana kerja, termauk bidang material, fasilitas 

dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap 

penyimpangan yang ditemukan. 

f) Seksi Keuangan (Sikeu)  

Sikeu adalah unsur pembantu pimpinan Polsek yang berada 

dibawah Kapolseks. Sikeu bertugas menyelenggarakan 

pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, 

pengendalian, pembukaan dan akutansi, pelaporan serta 

pertanggung jawaban keuangan. 

2) Unsur Pelaksana Tugas Pokok  

a) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)  



SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada 

masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan 

pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/ pertolongan 

kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk 

melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai 

etentuan hukum dan peraturan yang berlaku. 

b) Satuan Intelejen dan Keamanan (Sat Intelkam)  

Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan / membina fungsi 

Intelejen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberi 

pelayanan dalam bentuk surat izin / keterangan yang 

menyangkut orang asing, senjata api & bahan peledak, kegiatan 

sosial / politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK) kepada warga masyarakat yang 

membutuhkan serta melakukan pengawasan / pengamanan dan 

pelaksanaannya. 

c) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)  

Sat Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

termasuk fungsi Identifikasi dan fungsi Laboratorium Forensik 

lapangan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan 

pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS 

sesuai ketentuan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. 

 



d) Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba)  

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi 

penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak 

pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut 

prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka 

pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.  

e) Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas)  

Tugas Pokok Sat Binmas adalah bertugas melaksanakan 

pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan 

masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), 

melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap 

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), 

Kepolisian Khusus Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan 

organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna 

peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap 

hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.  

f) Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)  

Fungsi Sabhara merupakan sebagian fungsi Kepolisian yang 

bersifat preventif yang merupakan keahlian dan keterampilan 

khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-

masing tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu 

menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. 



Perumusan dan pengembangan fungsi Samapta meliputi 

pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya 

pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, 

patroli, pengamanan terhadap hak penyampaian pendapat 

dimuka umum (PPDU). Pembinaan Polisi Pariwisata, 

Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), SAR 

Terbatas, TPTKP, TIPIRING, dan PERDA, Pengendalian 

Massa (Dalmas), Negoisasi, Pengamanan terhadap proyek 

vital/ Obyek vital dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan 

Bantuaan Satwa untuk kepentingan Perlidungan Pengayoman, 

Pertolongan dan Penertiban Masyarakat. 

g) Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)  

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, 

pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan 

registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, 

penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di 

bidang lalu lintas.  

h) Satuan Polisi Perairan (Sat Pol air)  

Tugas pokok Polisi Perairan adalah membina dan 

menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat Pusat 

dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan 

penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.  



i) Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti)  

Tugas Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan 

meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan 

serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti 

beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan 

jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

3) Unsur Pendukung:  

Seksi Teknologi Informatika Kepolisian (Sitipol)  

Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi 

komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi 

kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, 

termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. 

2. Deskripsi Mekanisme Pengaturan Hukum terhadap Usaha Yang 

Tidak Memiliki Izin Di Kabupaten Asahan 

Pemerintahan suatu negara membagi dan memisahkan kekuasaan 

menjadi dua bagian yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Indonesia 

sendiri membagi dan memisahkan kekuasaan horizontal yang meliputi 

ekskutif, yudikatif, dan legislatif. Sedangkan secara vertikal dibagi atas 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ada di bawahnya. 

Dalam pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, ― Pemerintah Daerah 

menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang 



menurut Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.‖ Dalam 

hal ini yang dimaksud dengan otonomi daerah merupakan kewenangan yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga 

daerahnya masing-masing atau yang dapat disebut dengan asas desentralisasi. 

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 

10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan ini 

dimaksudkan agar hukum yang berlaku dapat disesuaikan dengan 

perkembangan zaman dan juga perkembangan masyarakat, khususnya 

masyarakat Asahan. Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 

Tahun 2014 menyebutkan bahwa tujuan dari peraturan daerah tersebut adalah 

untuk mengatur penyelenggaraan usaha tempat hiburan di Kabupaten 

Asahan.Cafe merupakan bagian dari usaha tempat hiburan permanen, hal ini 

sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 

Tahun 2014. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa cafe adalah 

penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan 

dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajian 

didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. 

Cafe merupakan tempat hiburan yang dewasa ini mulai menjamur di 

beberapa daerah, termasuk Kabupaten Asahan.Banyaknya tempat hiburan 

yang ada di Kabupaten Asahan ini tidak dapat terlepas dari tren yaitu suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh orang banyak pada suatu masa yang sedang 

berlaku di masyarakat modern di Kabupaten Asahan yang menjadikan cafe 

sebagai tempat untuk berkumpul.Bagi para penikmatnya, cafe dapat menjadi 



ajang untuk bersosialisasi dalam rangka memperluas pergaulan dan 

wawasan.
29

 Berikut merupakan daftar café yang ada di Kabupaten Asahan : 

Tabel 41 Daftar Nama Café Di Dawrah Air Batu Kisaran  

No Nama café No Nama Café 

1 Cafe Zera  16 Ngoboskopay  

2 Gaul Café  17 Gis n Gas Café  

3 Chill n Break Café  18 Queen Café  

4 Lina Café  19 G-Jack Café  

5 Mocenk Café  20 3NG Café  

6 Kemunir Coffee Shop  21 Coffee House 

7 Nomaden Café  22 Coffee Zone  

8 Coffee Break Sraten  23 Mr. Mario Café  

9 Cafe Java Sunrise  24 D’cinnamon Café  

10 Milktime Café  25 Xena Café  

11 Supermilk 99  26 Kafe27  

12 Kedai Roekinroll  27 Cherry House  

13 Pizza de Java Café  28 Arbellestudio Café  

14 Eyangkakung Café  29 Heroes Café  

15 Eyangkakung Café  30 Cafe Moxie  

 

Dari data yang didapat diatas ada 30 (tiga puluh) cafe yang ada di 

Kabupaten Asahan. Dari data tersebut, faktanya hanya ada 2 (dua) cafe saja 

                                                           
29

 Ahmadi, Abu. 2001. Psikologi Sosial. Jakarta. Rineka Cipta, hlm. 36. 



yaitu Gis n Gas Cafe dan Queen Cafe yang telah terdaftar di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asahan.
30

 Maka hanya ada 6,6% cafe 

dari 30 jumlah cafe yang ada di Kabupaten Asahan yang telah terdaftar di 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asahan. 

Untuk menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana yang ada, 

baik sarana pidana atau non pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan 

yang lainnya dibutuhkan suatu penegakan hukum.Penegakan hukum itu 

sendiri adalah suatu usaha untuk menanggulangi suatu kejahatan yang 

rasional, untuk memenuhi rasa keadilan dam memiliki suatu daya 

guna.Penegakan hukum sendiri diharapkan dapat menegakkan dan menjamin 

kepastian hukum, ketertiban umum, dan perlindungan hukum pada era 

globalisasi saat ini. Hal ini hanya dapat terlaksana apabila semua dimensi 

kehidupan dapat menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara 

moralitas sipil yang berdasar pada nilai aktual di dalam masyarakat yang 

beradab. Sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai pihak termasuk 

masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan hal ini merupakan keharusan 

untuk melihat penegakan hukum itu sendiri.
31

 

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 

2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan dimaksud dengan 

pertimbangan dalam rangka menjamin terselenggaranya pengendalian usaha 
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tenpat hiburan di Kabupaten Asahan, ini dibutuhkan suatu pencegahan akan 

terjadinya suatu gangguan yang diakibatkan dari penyelenggara usaha. 

Pendaftaraan dan pemberitahuan harus diajukan oleh penyelenggara 

tempat usaha kepada Kepala Daerah Kabupaten Asahan. Masa berlaku 

tersebut berdasarkan pada pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan 

Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan 

dikatakan bahwa masa berlakunya sampai berakhirnya izin yang dimaksud. 

Berdasarkan hal tersebut, maka yang harus dianilisis adalah berkaitan dengan 

efektivitas pengawasan dan evaluasi pengawasan yang telah diterbitkan untuk 

penyelenggaraan tempat hiburan yang ada di Kabupaten Asahan.  

Penulis hendak menganalisis apakah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah 

Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 sudah efektif dalam 

pelaksanaannya atau belum dalam penerapannya di masyarakat. Lawrence 

Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu peraturan atau 

penegakkan hukum itu bergantung pada 3 (tiga) hal, yaitu substansi hukum, 

struktur hukum, dan kultur. 

1. Substansi Hukum  

Substansi hukum yang dimaksud disini ialah norma, aturan dan pola 

perilaku yang berbeda dengan sistem, jadi substansi hukum itu adalah produk 

hukum materiil atau isi undang-undang yang mewajibkan agar warga 

masyarakat melakukan atau melaksanakan aturan tersebut. substansi hukum 

ini juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), bukan 

hanya aturan atau hukum yang mengacu pada kitab undang-undang (law 



books) saja. Indonesia menganut Civil Law System dimana peraturan hukum 

yang dianut adalah peraturan-peraturan yang tertulis, sedangkan yang tidak 

tertulis bukan dinyatakan hukum.Sistem yang dianut ini membawa dampak 

atau mempengaruhi sistem hukum yang ada di Indonesia.Salah satu contohnya 

uyaitu adanya asas Legalitas yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP).Dalam pasal 1 KUHP yang berbunyi, tidak ada suatau 

perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang 

menganutnya‖.Hal ini mengakibatkan suatu perbuatan tidak dapat dikenakan 

sanki hukum apabila perbuatan itu tidak ada peraturannya atau tidak ada 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Mengacu pada apa yang hendak dianalisis oleh penulis dengan judul 

yang telah dipilih yaitu mekanisme penindakan café yang tidak memiliki izin, 

dari peraturan daerah yang digunakan dapat dilihat bahwa peraturan ini 

mengatur dam memberikan suuatu perintah pada masyarakat khususnya 

pengusaha atau pemilik cafe agar melakukan pemberitrahuan atau pendaftaran 

dalam penyelenggaraan tempat usaha hiburan yaitu cafe.  

Dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2014 

Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Asahan 

disebutkan bahwa, bupati melalui dinas melakukan pengawasan dalam rangka 

pendaftaran usaha pariwisata. Dinas yang dimaksud disini adalah Dinas 

Kebudayaan dan Parisata Kabupaten Asahan. Namun apakah peraturan 

tersebut telah dilakukan secara baik oleh pemerintah Kabupaten Asahan 

maupun pelaku usaha cafe.Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan daerah 



Kabupaten Asahan Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan 

penyelenggara tempat usaha wajib mengajukan pemberitahuan dan pendaftran 

kepada pemerintah daerah. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, bahwa banyak dari usaha cafe 

yang belum memiliki Tanda daftar Usaha. Hanya ada 2 (dua) cafe yang telah 

memiliki tanda Daftar Usaha yaitu Gis n Gas cafe dan Quuen café.
32

 Alasan 

yang diungkapkan oleh pemilik cafe karena mereka hanyalah pengusaha yang 

memiliki usaha dengan skala yang kecil, dan jika mereka mendaftarkan 

usahanya dan mengurus perijinan nanti mereka akan dikenakan pajak dari 

usahanya, dan karena skala usahanya kecil maka hasil dari usahanya akan 

terpotong pajak dan tidak cukup untuk biaya operasional cafe mereka.
33

 

Disamping itu juga karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan hukum 

yang ada. 

Dengan adanya data bahwa hanya ada 2 (dua) cafe yang telah 

melakukan pendaftaran kepada Dinas, pada kenyataannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Usaha 

Tempat Hiburan tersebut belum terlaksana dengan baik. Dengan begitu dari 

segi substansinya peraturan daerah tersebut belum bisa dikatan efektif dalam 

penerapannya. 

2. Struktur Hukum  

Struktur hukum merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas 

hukum, yaitu seperti struktur pangadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat 
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banding, dan pengadilan tingkat kasasi.Friedman menjelaskan bahwa hukum 

mempunyai elemen pertama dari sistem hukum sendiri yaitu struktur hukum, 

tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.Friedman juga menegaskan bahwa 

sistem struktural yang menentukan suatu hukum bisa atau tidak hukum itu 

dapat dilaksanakan dengan baik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

menyebutkan, struktur hukum meliputi pihak Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga 

penegak hukum tersebut juga juga dijamin oleh adanya Undang-Undang yang 

mengaturnya.Dimana ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugasnya 

terlepas dari kekuasaan pemerintah dan dari pengaruh-pengaruh lainnya.Ada 

adigum yang mengatakan ―fiat justitia et pereat mundus‖ yang artinya 

―meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan‖.Hukum tidak dapat 

berjalan tegak atau tegak apabila aparat hukumnya tidak memiliki kredibilitas, 

kompeten, dan independen.Walaupun hukum itu telah dibuat seadil dan sebaik 

mungkin, apabila aparat penegak hukumnya tidak baik maka hukum dengan 

keadilan hanyalah sebuah angan-angan saja. 

Aparat penegak hukum yang terkait dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha 

Tempat Hiburan adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten 

Asahan. Dimana para anggota Satpol PP memiliki kewenangan untuk 

menindak tegas para pengusaha cafe yang dalam penyelenggaraan usahanya 

tidak melakukan pemberitahuan atau pendaftaran kepada Kepala Daerah atau 

tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang digunakan 



sebagai bukti bahwa cafe tersebut telah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata.  

Tugas penegak hukum tersebut belum terlaksana dengan baik atau 

belum efektif sesuai dengan aturan yang berlaku.Hal ini dapat dibuktikan 

dengan adanya hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan penyidik 

kantoe Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Asahan.Beliau 

menyebutkan bahwa pihak Satpol PP belum dapat melakukan penindakan 

lebih lanjut terhadap pengusaha café yang tidak mendaftarkan usahanya. Hal 

ini karena belum adanya perintah atau instruksi lebih lanjut dari Dinas terkait 

dan dari pemerintah daerah sendiri.
34

 

Sehingga jika penulis melakukan suatu analisis teori efektivitas 

berdasarkan pada sisi struktur hukumnya, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 

Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan dalam 

dalam hal struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Asahan belum berjalan dengan efektif dalam hal menjalan tuganya sebagai 

aparat penegak hukum. 

3. Kultur Masyarakat  

Kultur adalah sikap atau nilai yang berhubungan dengan hukum 

bersama-sama yang terkait dengan tingkah laku dari lembaga-lembaga 

hukum, baik secara positif atau negatif.Kultur sendiri sangatlah erat 

hubungannya dengan kesadaran hukum dari masyarakat. Apabila semakin 
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tinggi kesadaran hukum yang ada di masyarakat, maka akan tercipta 

budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola piker dari masyarakat 

itu sendiri mengenai hukum. 

Faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan setiap 

peraturan yang telah ada dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan 

tujuan dari peraturan tersebut. kurangnya kesadaran dari tiap masyarakat 

atau khususnya kesadran dari pengusaha café membuat Pasal 6 ayat (1) 

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan ini tidak berjalan secara efektif.  

Selain dari pengusaha cafe itu sendiri, suatu efektivitas 

pelaksanaan dapat dilihat dari faktor masyarakat sebagai faktor utama 

yang dapat menilai apakah suatu peraturan berjalan dengan efektif atau 

tidak.Reaksi masyarakat dapat dilihat dari reaksinya terhadap tempat 

hiburan atau cafe yang ada, tujuan berdirinya café, dan pengusaha 

mendirikan café ditujukan untuk menghibur masyarakat sekitar tempat 

usaha, sehingga selama ini ada gejolak yang muncul dari masyarakat.  

Pemilik cafe yang telah diwawancarai menyampaikan bahwa 

pemerintah kabupatten Asahan tidak baik dalam memberikan fasilitas bagi 

pengusaha cafe dalam skala kecil. Proses yang dirasa sangat sulit itu 

membuat pengusaha enggan untuk mendaftarkan tempat usahanya. 

Lagipula pengusaha juga kurang paham akan kewajiban mendaftarkan 

tempat usahanya.  



Karena tidak adanya pengawasan yang sampai pada pengusaha 

tersebut, maka tidak ada juga pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah terkait dengan kewajiban pemberitahuan dan pendaftran tempat 

usaha hiburan.Dengan begitu maka tidak ada pula perlindungan hukum 

bagi usaha tempat hiburan. 

Menurut pengusaha cafe, masyarakat sekitar tempat usahanya 

sejauh ini tidak ada gejolak atau reaksi yang negatif muncul karena 

berdirinya cafenya. Hal ini karena pemilik café juga tidak pernah berhenti 

melakukan komunikasi yang baik terhadap masyarakat dan tokoh-tokoh 

masyarakat yang ada di sekitar cafe.Pemilik cafe kebannyakan juga telah 

meminta izin kepada pejabat desa terdekat sebelum menyelenggarakan 

usahanya. Mereka juga mematuhi norma-norma yang ada di masyarakat 

dan berusaha mengkondisikan pengunjungnya agar juga senantiasa 

menaati peraturan yang telah diberikan pemilik cafe.Kuncinya adalah 

menjaga komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada 

disekitar cafe dan menjaga ketenangan serta keharmonisan dengan 

lingkungan sekitar serta membuat aturan baik tertulis ataupun tidak tertulis 

bagi pengunjung.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu 

pemilik café yang ada di Kabupaten Asahan yang tidak berizin bahwa 

untuk saat ini belum ada penindakan dari pihak kepolisian mengenai café 

yang ia miliki. 



Dalam hal ini pihak kepolisian Sektor Air Batu telah menjelaskan  

bawah Sanksi yang diperoleh apabila pengusaha tidak mendaftarkan usaha 

pariwisata meliputi:
35

  

1. Setiap Pengusaha café yang tidak melakukan pendaftaran usaha dapat 

dikenai sanksi teguran tertulis pertama. 

2. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan 

teguran tertulis pertama, Pengusaha cafe tidak memenuhi teguran 

pertama maka dikenai sanksi teguran tertulis kedua. 

3. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan 

teguran tertulis kedua, Pengusaha cafe tidak memenuhi teguran kedua 

maka dapat dikenai sanksi teguran tertulis ketiga 

 Pembatasan Kegiatan Usaha Setiap Pengusaha yang tidak 

mematuhi sanksi teguran tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja 

setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan 

kegiatan usaha. Sanksi pembatasan kegiatan usaha diberikan juga kepada 

Pengusaha yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus 

menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih. 

Izin yang dimaksud terdiri dari:  

a. Izin Prinsip  

b. Izin peruntukan penggunaan tanah  

c. Dokumen Lingkungan  

d. Izin mendirikan bangunan  
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e. Izin gangguan  

f. Izin teknis lainnya 

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 

Tentang Penyelenggaraan Tempat Usaha Hiburan dari sudut pandang 

kultur dapat disimpulkan belum efektif. 

3. Deskripsi Kendala Penertiban Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Di 

Kabupaten Asahan 

Masih ada banyak hambatan yang terkait dengan efektivitas Pasal 

6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 

Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan dalam Pendirian Cafe. 

Semua aturan yang ada tidak semuanya dapat berjalan dengan 

lanccar.Pasti pada tiap aturan tersebut memiliki hambatan masing-masing 

dalam setiap penerapannya. 

Peraturan hukum yang tertulis pada dasarnya dibuat agar dapat 

mempermudah kehidupan manusia di masyarakat.Peraturan ini dibentuk 

agara dapat menjadi pengawas sekaligus penjaga bagi setiap kegiatan yang 

ada di masyarakat.Karena pada dasarnya setiap masyarakat melakukan 

interaksi sosial setiap harinya, Peraturan disini dibuat agar dapat 

melindungi hak dan kewajiban setiap orang tanpa terkecuali yang disertai 

dengan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar aturan tersebut. 

Salah satu hal menarik yang dapat dianalisis disini adalah, 

walaupun telah dibentuk suatu peraturan perundang-undangan dalam 

bentuk tertulis, dan dinyatakan telah berlaku di masyarakat, namun 



terdapat suatu tendensi atau kecenderungan bahwa peraturan tersebut tidak 

akan dapat diterima oleh masyarakat secara utuh. Sejauh ini, bahwa 

walaupun suatu peraturan suadah dibuat, tidak ada jaminan bahwa 

peraturan tersebut akan dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini banyak terjadi di 

masyarakat, dan dapat dilihat secara langsung contoh nya banyak café 

yang berdiri tanpa melakukan pemberitahuan dan pendaftaran pada 

pemerintah daerah. 

Agar dapat mengkaji hambatan dan upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam pengefektivan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah 

Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

Usaha Tempat Hiburan, penulis menggunakan teori efektivitas menurut 

Lawrence M. Friedman. 

Lawrence telah mengemukakan 3 (tiga) faktor hukum yang juga 

mempengaruhi suatu efektivitas hukum itu sendiri.Tiga faktor tersebut 

adalah Substansi, Struktur, dan Kultur. Dalam sub bab ini akan diteliti 

terkait dengan faktor apa sajakah yang kurang efektif dalam Pasal 6 ayat 

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Tempat Usaha Hiburan. 

1. Hambatan Internal  

Selama ini, hambatan yang dialami oleh pihak Dinas Kebudayaan 

Dan Pariwisata Kabupaten Asahan yaitu kurang melakukan pembinaan 

dan juga controlling terhadap pengusaha cafe. Kurangnya pengawasan dan 

pembinaan ini membuat para pengusaha cafe juga enggan untuk 



melakukan pemberitahuan dan juga pendaftaran akan usaha yang 

dimilikinya. 

2. Hambatan Eksternal  

a. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pemiliki cafe untuk 

melakukan pemberitahuan dan pendaftaran tempat usahanya  

b. Tidak semua pengusaha cafe yang ada di Kabupaten Asahan tahu 

akan pentingnya pemberitahuan dan pendaftaran tempat usaha 

hiburan  

c. Pengusaha tidak mengetahui bagaimana proses yang harus 

dilakukan dalam mengurus pemberitahuan dan pendaftaran cafenya  

d. Hambatan juga dialami oleh Polsek Air Batu Kabupaten Asahan. 

Menurut penyidik mengatakan bahwa hambatan yang dialami 

dalam upaya pengefektivan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah 

Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Tempat Usaha Hiburan yaitu tidak adanya 

perintah dari Dinas ataupun Pemerintah Daerah untuk melakukan 

penertiban pengusaha cafe yang belum mengantongi izin dan 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata sehingga sampai saat ini Polsek Air 

Batu belum dapat melakukan penertiban.  

4. Deksripsi Upaya Untuk Mengatasi Hambatan yang dihadapi  

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan terkait dengan hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan pendaftaran dan 

pemberitahuan penyelengaraan tempat usaha hiburan. Maka pada sub bab ini 



akan dibahas mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asahan dalam rangka mengatasi 

hambatan-hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan dibedakan menjadi 2 

(dua) uapaya, yaitu : 

a. Upaya Internal  

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Asahan dalam 

mengatasi kurang efektifnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten 

Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat 

Hiburan telah melakukan koordinasi dengan lembaga yang terkait lainnya. 

Yaitu dengan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Asahan terkait dengan 

pemberian izin yang harus dilampirkan dalam pendaftaran dan pemberitahuan 

penyelengaraan cafe, Polsek Air Batu Kabupaten Asahan, terkait dengan 

penegakkan hukum. 

b. Upaya Eksternal  

Dalam mengatasi hambatan yang muncul dari faktor eksternal yaitu 

masyarakat dan khususnya pemilik cafe yang berdasarkan hasil wawancara 

mengatakan alasannya tidak mau mendaftarkan usahanya karena malas, 

berbelit-belit, tidak tahu akan peraturan yang ada, takut menghabiskan biaya, 

maka Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Asahan melakukan upaya 

diantaranya dengan menyebarluaskan informasi, sosialisasi tentang pasal dan 

perda terkait. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Dinas yaitu dengan 

mendatangi beberapa cafe yang belum lama berdiri, dan mensosialisasikan 



tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai tanda bahwa cafe tersebut 

telah terdaftar dalam tempat usaha hiburan yang ada di Kabupaten Asahan. 

 

B. Pembahasan 

1. Mekanisme pengaturan hukum terhadap usaha yang tidak memiliki 

izin di Kabupaten Asahan 

 

Dalam hal ini pihak kepolisian Sektor Air Batu telah menjelaskan  

bawah Sanksi yang diperoleh apabila pengusaha tidak mendaftarkan usaha 

pariwisata meliputi:
36

  

1. Setiap Pengusaha café yang tidak melakukan pendaftaran usaha dapat 

dikenai sanksi teguran tertulis pertama. 

2. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran 

tertulis pertama, Pengusaha cafe tidak memenuhi teguran pertama maka 

dikenai sanksi teguran tertulis kedua. 

3. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran 

tertulis kedua, Pengusaha cafe tidak memenuhi teguran kedua maka dapat 

dikenai sanksi teguran tertulis ketiga 

 Pembatasan Kegiatan Usaha Setiap Pengusaha yang tidak 

mematuhi sanksi teguran tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja 

setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan 

kegiatan usaha. Sanksi pembatasan kegiatan usaha diberikan juga kepada 
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Pengusaha yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus 

menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih. 

Izin yang dimaksud terdiri dari:  

a. Izin Prinsip  

b. Izin peruntukan penggunaan tanah  

c. Dokumen Lingkungan  

d. Izin mendirikan bangunan  

e. Izin gangguan  

f. Izin teknis lainnya 

2. Kendala Penertiban Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Di Kabupaten 

Asahan 

a. Hambatan Internal  

Selama ini, hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Polsek 

Air batu yaitu kurang melakukan pembinaan dan juga controlling terhadap 

pengusaha cafe. Kurangnya pengawasan dan pembinaan ini membuat para 

pengusaha cafe juga enggan untuk melakukan pemberitahuan dan juga 

pendaftaran akan usaha yang dimilikinya. 

b. Hambatan Eksternal  

1) Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pemiliki cafe untuk 

melakukan pemberitahuan dan pendaftaran tempat usahanya  

2) Tidak semua pengusaha cafe yang ada di Kabupaten Asahan tahu 

akan pentingnya pemberitahuan dan pendaftaran tempat usaha 

hiburan  



3) Pengusaha tidak mengetahui bagaimana proses yang harus 

dilakukan dalam mengurus pemberitahuan dan pendaftaran cafenya  

4) Hambatan juga dialami oleh Polsek Air Batu Kabupaten Asahan. 

Menurut penyidik mengatakan bahwa hambatan yang dialami 

dalam upaya pengefektivan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah 

Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Tempat Usaha Hiburan yaitu tidak adanya 

perintah dari Dinas ataupun Pemerintah Daerah untuk melakukan 

penertiban pengusaha cafe yang belum mengantongi izin dan 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata sehingga sampai saat ini Polsek Air 

Batu belum dapat melakukan penertiban.  

3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan yang Dihadapi  

Upaya yang dilakukan dibedakan menjadi 2 (dua) uapaya, yaitu : 

a. Upaya Internal  

Polsek Air Baru dan Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan 

harus melakukan koordinasi dengan lembaga yang terkait lainnya. Yaitu 

dengan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Asahan terkait dengan 

pemberian izin yang harus dilampirkan dalam pendaftaran dan 

pemberitahuan penyelengaraan cafe, Polsek Air Batu Kabupaten Asahan, 

terkait dengan penegakkan hukum. 

b. Upaya Eksternal  

Dalam mengatasi hambatan yang muncul dari faktor eksternal 

yaitu masyarakat dan khususnya pemilik cafe yang berdasarkan hasil 



wawancara mengatakan alasannya tidak mau mendaftarkan usahanya 

karena malas, berbelit-belit, tidak tahu akan peraturan yang ada, takut 

menghabiskan biaya, maka Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten 

Asahan melakukan upaya diantaranya dengan menyebarluaskan informasi, 

sosialisasi tentang pasal dan perda terkait. Salah satu contoh yang 

dilakukan oleh Dinas yaitu dengan mendatangi beberapa cafe yang belum 

lama berdiri, dan mensosialisasikan tentang Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata sebagai tanda bahwa cafe tersebut telah terdaftar dalam tempat 

usaha hiburan yang ada di Kabupaten Asahan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

1. Setiap Pengusaha café yang tidak melakukan pendaftaran usaha dapat dikenai 

sanksi teguran tertulis pertama. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 

kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha cafe tidak 

memenuhi teguran pertama maka dikenai sanksi teguran tertulis kedua. 

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran 

tertulis kedua, Pengusaha cafe tidak memenuhi teguran kedua maka dapat 

dikenai sanksi teguran tertulis ketiga. 

2. Hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Polsek Air batu yaitu kurang 

melakukan pembinaan dan juga controlling terhadap pengusaha cafe. 

Kurangnya pengawasan dan pembinaan ini membuat para pengusaha cafe juga 

enggan untuk melakukan pemberitahuan dan juga pendaftaran akan usaha 

yang dimilikinya. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pemiliki cafe 

untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran tempat usahanya  Tidak 

semua pengusaha cafe yang ada di Kabupaten Asahan tahu akan pentingnya 

pemberitahuan dan pendaftaran tempat usaha hiburan.  Pengusaha tidak 

mengetahui bagaimana proses yang harus dilakukan dalam mengurus 

pemberitahuan dan pendaftaran cafenya. Hambatan juga dialami oleh Polsek 

Air Batu Kabupaten Asahan yaitu tidak adanya perintah dari Dinas ataupun 

Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban pengusaha cafe yang belum 



mengantongi izin dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sehingga sampai saat ini 

Polsek Air Batu belum dapat melakukan penertiban.  

3. Polsek Air Baru dan Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan melakukan 

koordinasi dengan lembaga yang terkait lainnya. Yaitu dengan Badan 

Perizinan Terpadu Kabupaten Asahan terkait dengan pemberian izin yang 

harus dilampirkan dalam pendaftaran dan pemberitahuan penyelengaraan cafe, 

Polsek Air Batu Kabupaten Asahan, terkait dengan penegakkan hukum. 

 

B. Saran  

1. Hendaknya pihak Polsek Air Batu Kabupaten Asahan melakukan 

koordinasi dan melakukan pengontrolan terhadap pengusaha café serta 

memberikan pengawasan dan pembinaan agar para pengusaha cafe 

melakukan pendaftaran akan usaha yang dimilikinya. 

2. Adanya koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pariwisata dengan 

melakukan menertibkan pengusaha cafe yang belum mengantongi izin dan 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 

3. Hendaknya pengusaha yang ingin mendaftarkan izin usahanya tidak 

diperlakukan berbelit-belit, dan diberikan informasi akan peraturan yang 

ada, dan tidak menghabiskan biaya. 
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